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Kata Pengantar 

Dalam dckadc tcrakhir ini dapat dilihat bahwa per­
kembangan dunia bisnis berkembang clemikian cepat. 
Pcrkcmbangan dunia bisnis tcrscbut tidak saja mclintasi 
antar daerah, akan tctapi juga melintasi antara negara. 
Ccpatnya pcrkcmbangan dunia bisnis tcrscbut tidak tcrlcpas 
dari perkembangan ilmu dan teknologi yang dalam tahun"· 
tahun tcrakhir juga dapat dilihat dengan kasat mata, Olch 
karena itu, tidaklah mcngherankan, bila berbagai macam 
produk dan jasa yang cliproduksi olch bcrbagai perusahaan 
baik berskala nasional maupun internasional dapat ditemui 
c!i bcrbagai pusat perbclanjaan. 

Munculnya berbagai macam procluk dan j<1sa tersebut, 
bagi pihak yang mempunyai naluri bisnis tentu hal terscbut 
merupakan pcluang bisnis yang cukup menjanjikan. 
Sebagaimana dimaklumi, pcta bisnis clewasa ini, tidak lagi 
hanya mengandalkan kepada penjualan produk dan atau 
jasa, akan tctapi yang menjadi objek transaksi hisnis yakni 
merck dagang dan ataumerekjasa itu sendiri (brandnome). 

Dibcrikannya ijin pcnggunaan merck clagang clan ataujasa 
kepada pihak Jain, bukannya tanpa pcrilitungan bisnis. 
Discbut dcmikan, scbab kclihalannya agak anch, mengapa? 
Karcna pemilik merek dagang dan atau jasa yang sudah 
clikenal di masyarakat, mengapa dibcrikan ijin untuk di­
gunnkan oleh orang lain. Bukankah hal ini dapal melahirkan 
pesaing baru? Tampaknya eli sinilah letak keunikannya yakni 
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para pemilik merck clan atau jasa berseclia memeberi ijin 
merck dagang dan a tau jasa digunakan oleh orang lain, akan 
tctapi orang yang akan menggunakan merck dan atau jasa 
terse but, harus berseclia pula untuk memberikan sejumlah 
kompensasi kepacla pemilik merck. Model bisnis semacam 
inilah yang clalam tahun-tahun terakhir ini lebih clikenal 
clengan sistem waralaba (Franchise). 

Sebenarnya, clalam berbagai literatur bisnis, pola bisnis 
clengan menggunakan model warala bukanlah sesuatu yang 
baru sama sekali. Hanya saja, pacla awal berkembanganya 
jenis bins is ini, mula-mula clilakukan an tara pebisnis asing 
clengan pcbisnis lokal. Namun dewasa ini, sistem waralaba 
tidak lagi sernata-mata cliclominasi oleh pebisnis asing, akan 
tetapi pemilik merck clagang lokal pun suclah mulai ramai 
mewaralabakan bisnisnya. Tampaknya model semacama 
ini, baik bagi pewaralaba maupun penerima waralaba 
melihat tingkat kcuntungan yang akan cliperoleh akan lebih 
mudah dicapai, j ika dibandingkan dengan mcmbangun dari 
awal. 

Menccnnati bisnis waralaba mcmbutuhkan adanya 
kepastian hokum, rnaka Pemerintah menerbitkan aturan 
tentang waralaba yakni Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nom or 42 Tahun 2007 Tcntang Waralaba. Per­
aturan Pemerintah ini menggantikan.Perataruan Perneritah 
ini menggantikan Peraturan Pcmerintah Nom or 16 Tahun 
16 Tahun 1997 Tentang waralaba. Sebagai tinclak lanjut 
cliterbitkannya peraturan pemerintah tersebut, Menteri 
Perclagangan Rcpulik Indonesia, menerbiktan Peraturan 
Menteri Perdagangan Repulik Indonesia Nomor : 12/M­
Dag/Per/3/2006 Ten tang Kctcntuan Dan Tata Cara Pener­
bitan Surat Tanda Pendaftaran -Usaha Waralaba. 
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Apa saja yang dijabarkan dalam kedua peraturan per­
undang~undangan terscbut, agaknya perlu dicermati secara 
saksama oleh berbagai pihak yang ingin terjum dalam bisnis 
waralaba. Untuk memuclahkan dalam memahami peraturan 
tcrsebut, kedua ketentuan tersebut dihimpun dalam satu 
buku. Selain itu, dalam himpunan inijuga dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
waralaba yakni Undang-Unclang Peridustrrian, Undang­
Undang Merek dan Undang-Unclang Rahasia Dagang. 
Semoga bermanfaat. 

Bandung, Pebruari 2008 
Penghimpun, 

Dr. Sentosa Sembirirtg,__S.JLM.H 
Dosen/Advokat 

Wara/aba 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 

TENTANG 

PERIDlJSTRIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Presidcn Rcpublil< Indonesia, 

Mcnimbang: 

a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk 
mcwujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 
mcrata matcri il dan spiritual bcrdasarkan Pancasila, scrta 
ball\va hakckat Pcmbangunan Nasional adalah 
Pe-mhangunan Manusia Indonesia scutuhnya, maka 
Iandasan pclaks<ltiaan Pcmbangunan Nasional adalah 
Pancasila clan Unclang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa arab pcmbangunan jangka panjang di bidang 
ckonomi dalam pcmbangunan nasional adalah 
tcrcapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di 
dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan inclustri 
yang maju yang clidukung olch kckuatan dan kemampuan 
pcrtanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak 
hagi bangsa Indonesia untuk tum huh dan bcrkembang 
atas kekuatannya scndiri; 

c. bahwa untuk mencapai sasaran pcmbangunan di bidang 
ckonomi dalam pembangunan nasional, industri 
mcrnegang peranan yang menentukan dan olch 
karcnanya pcrlu lebih dikembangkan secm·a seimbang 
dan terpadu dengan meningkatkan pcran scrta 
masyarakat secara aktif serla mendayagunakan secara 
optimal seluruh sumber daya-al<lm, manusia, dan dana 
yang tcrsedia; 



cl. bahwa berdasarkan hal-hal terscbut eli atas dan untuk 
memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, 
pembinaan, clan pcngembangan industri sccm·a mantap 
dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat 
hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, 
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian; 

Mcngingat: 

I. Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 ayat (I), Pasal 27 ayat (2), 
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 ten tang Statistik 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2048); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok­
Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang 
Kese1amatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 
Nomor 1, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 2918); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang Pokok­
Pokok Pemerintahan eli Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3037); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
I-Iidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Nom or 3215); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pcrtahanan Keamanan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1982 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara Nom or 
3234); 
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Dengan pcrsctujuan 
DEWAN I'ERWAKILAN RAKYAT REI'UBLIK 

INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Menctapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG 
J>ERINDUSTRIAN. 

BAH I 
KETENTUAN UMUM 

I'asal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan: 

I. Perindustrian adalah tatanan dan scgala kcgiatan yang 
bertalian dengan kegiatan industri. 

2. lnclustri adalah kegiatan ekonomi yang mcngo/ah bahan 
mentah, bahan baku, barang sctengah jadi, dan/atau 
barangjacli mcnjacli barang clcngan nilai yang lebih tinggi 
untuk penggunaannya, ternlasuk kegiatan rancang 
bangun dan perekayasaan industri. 

3. Kelompok industri aclalah bagian-bagianutama kegiatan 
industri, yakn i kelompok industri hulu atau juga disc but 
kelompok industri dasar, kelompok inclustri hilir, dan 
kelompok industri kecil. 

4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri 
yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses 
produksi. 

5. Jenis industri adalah bag ian suatu cahang industri yang 
mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya 
bcrsifat akhir dalam proses produksi. 

Tenlang Waralaho 



6. Bidang usaha industri adalah lapangan kcgiatan yang 
bersangkutan clengan cabang inclustri ataujenis inclustri. 

7. Pcrusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan 
kcgiatan eli bidang usaha industri. 

8. Bahan mcntah adalah semua bahan yang didapat dari 
sumber clay a a lam clan/aUnt yang cliperoleh clari usaha 
man usia untuk dimanfaatkan lebih !anjut. 

9. Bahan baku industri adalah bahan mcntah yang dio!ah 
atau tidak dio!ah yang dapat climanfaatkan scbagai 
sarana procluksi cia lam inclustri. 

I 0. Barang setengah jadi adalah bahan mcntah atau bahan 
baku yang tclah rncngalami :-;atu atau bcbcrapa tahap 
proses inclustri yang clapat eli proses lcbih lanjut mcnjacli 
barangjadi. 

11. Barangjacli adalah barang hasil inclustri yang ~uclah siap 
pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai scbagai 
a! at procluksi. 

12. Tckno!ogi inclustri ac!alall cara pacla proses pengolahan 
yang ditcrapkan dalam industri. 

I 3. Tt:kno\ogi yang tcpal guna adalah tcknologi yang tcpat 
dan berguna bagi suatu proses untuk mcnghasilkan nilai 
tam bah. 

14. Rancang bangun industri adalah kcgiatan industri yang 
berhubungan clcngan percncanaan pcndirian industri/ 
pabrik secara keseluruhan atau bagian-hagiannya. 

15. Pcrckayasaan inclustri adalah kcgiatan industri yang 
berhubungan dcngan pcrancangan dan pcmbuatan 
mesin/pcralatan pabrik dan pcralatan industri !ainnya. 

16. Slandar induslri aclalah kctenluan-kclcnluan tcrhadap 
hasil produksi inclustri yang di satu scgi mcnyangkut 
bentuk, ukuran, komposisi, mutu, clan lain-lain scrta eli 



segi lain mcnyangkut cara mengolah, cara menggamhar, 
cara mcnguji dan lain-lain. 

17. Standardisasi industri adalah penyeragaman dan 
pcncrapan dari standar industri. 

18. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan 
dalam arti scluas-luasnya bagi inclustri. 

BAB II 
LANDASAN DAN TU.JUAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Pasal 2 

Pcmbangunan industri bcrlandaskan dcmokrasi ekonomi, 
kcpcrcayaan pada kemampuan clan kekuatan diri sendiri, 
rnanfaat, dan kelcslarian lingkungan hidup. 

Pasal 3 

Pcmbangunan industri bertujuan untuk: 

1. meningkatkan kcmakmuran dan kcscjahtcraan rakyat 
secant adil dan mcrata dcngan mcmanfaatkan dana, 
sumber day a a lam, dan/a tau hasil budidaya serta dengan 
memperhatikan keseimbangan dan kelcstarian 
lingkungan hiclup; 

2. mcningkatkan pcrtumbuhan ekonomi secara bcrtahap, 
mengubah struktur perckonomian ke arah yang lebih 
baik, maju, sehat, dan lebih seimbang schagai upaya 
untuk mcwujuclkan dasar yang lebih kuat danlebih luas 
bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta 
memberikan nilai tam bah bagi pertumbuhan industri pada 
khususnya; 

3. meningkatkan kcmampuan dan pcnguasaan scrta 
mendorong tcrciptanya teknologi yang tepat guna clan 

Nimp. Perundung-Undongun Tcntong Waro/a/Jo 




